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BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Upaya yang dilakukan Polisi DIY dalam Penanggulangan Tindak

pidana Kesusilaan

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Kompol Zulham Efendi
Lubis, S.iIK dalam hal Penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan
korban anak Polisi menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya

preventif dan upaya represif.

1. Upaya Pre-emptif
Upaya pre-emptif adalah upaya untuk mendeteksi keadaan awal,
pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif
dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak
pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya pre-emptif ini memerlukan adanya
peran intelejen untuk memberikan informasi.*

2. Upaya Preventif
Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum
terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan Polisi DIY

lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

** Wawancara dengan Kompol Zulham Efendi Lubis, S.IK. Kepala Unit VC Polda DIY.
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a. Polisi DIY mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-
anak disekitar lingkungan mereka.

b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak
pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang
berwenang.

c. Polisi DIY memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang
tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat
membantu Polisi DIY secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak
pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat
menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang

terjadi setiap waktu.*®

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan,
penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah
dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai
pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif
mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan
diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal

16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

*® Ibid.
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Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara
dilimpahkan ke Kejaksaan.
Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi
para pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Para pelaku yang
diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak akan diperiksa
dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian
akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka
perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat
diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.*’
Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada
penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana kesusilaan terhadap anak
itu terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa upaya represif yang
dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana kesusilaan
terhadap anak. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana
kesusilaan terhadap anak ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat
tahap proses, yaitu:

a. tahap penyelidikan / penyidikan;

b. tahap penuntutan;

c. tahap pemidanaan; dan

d. tahap pelaksanaan.

* Ibid.
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Masalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini merupakan masalah
yang kompleks dan perlu menjalin kerjasama khususnya dalam penanganan
kasus dan perlindungan korban guna memastikan korban mendapatkan
haknya atas perlindungan keamanan pribadi korban, kerahasiaan identitas
diri, namun karena kurangnya kerjasama sektor pemerintah dalam
melaksanakan tugas pokok masing-masing, sehingga mengakibatkan
korban belum dapat merasakan perlindungan yang maksimal dan hal itu
berakibat juga dalam hak penegakan hukum dimana tersangka/pelaku
akhirnya mendapat hukuman tidak maksimal sesuai perbuatannya.

2. Kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Kesusilaan

Polisi DIY berharap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan
dapat mengungkap fakta yang sebenarnya dan meminta perlindungan,
tetapi pada kenyataannya fakta tersebut belum juga ditemukan sampai
sekarang. Adapun kendala yang dihadapi Polisi DI'Y dalam menanggulangi
tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dapat digolongkan menjadi 2
faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi.

Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang
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menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh
terhadap penanganan kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

2) Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah
pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kesusilaan terhadap
anak.

3) Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan
kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat
menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan
keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi
anak korban tindak pidana kesusilaan , dari perspektif hukum koordinasi
ini tidak hanya terbatas padasesama penegak hukum melainkan juga
dengan instansi lain.

4) Polda mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan.

b. Faktor Ektsernal

1) Masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai anak.

2) Tingkat pendidikan masyarakat rendah.

3) Dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang

kurang memperhatikan anak.

1. Masyarakat khususnya orang tua lebih menyadari akan bahaya dari tindak

pidana kesusilaan terhadap anak.Masyarakat dalam hal ini orang tua

hendaknya dapat membantu memberikan informasi tentang adanya tindak
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pidana kesusilaan terhadap anak disekitar lingkungannya kepada pihak
kepolisian.

2. Bagi polisi kiranya dapat mendekatkan diri lagi dengan masyarakat supaya
informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap

anak yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
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